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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dalam melakukan suatu tindakan harus didasarkan melalui tujuan dan 

kemanfaatan. Polisi sebagai penegak, mengayomi, dan siap bertugas 

menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, upaya pencegahan dalam 

hal ini selalu hanya bisa meminimalisir dan tidak bersifat celear atau 

selesai. Selalu ada kejahatan yang terjadi dan contohnya yang ada pada 

data 2020, 2021 dan 2022 jelas dan dan tidak serta merta clear atau 

finished, karena akan selalu ada kejahatan apapun dan dimanapun. Kasus 

residivis terjadi karena adanya faktor internal maupun eksternal. Hal yang 

menjadi evaluasi Polres Mataram adalah dengan bekerja sama dengan 

masyarakat dan hingga tokoh agama.  

2. Dalam upaya prefentif, Polresta Mataram telah memaksimalkan tugas dan 

upaya dengan melakukan pencegahan contohnya: melakukan patroli. Dan 

dalam persuasife Polresta Mataram mendekatkan diri dan terjun ke 

lingkungan masyarakat, contohnya: menghimbau Masyarakat dan 

melakukan edukasi. 

 

B. Saran 

a.  Tidak ada yang dikatakan tuntas selama individu masih dalam 

keterkaitan hal-hal yang membuatnya beradrenalin. Bagi pihak 

                                                                                                                                                                
65 Hasil wawancara dengan PS Kanit Jatanras IPDA Ahmad Taufik Selaku Kanit Polres 

Mataram, Tanggal 28 Juni 2023, Pukul 14.00 Wita. 
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Kepolisian Polres Mataram harus bisa mengajak secara persuasif dan 

mengedukasi masyarakat pentingya menjaga keamanan sekitar.  
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